BADAN PEMERIKSA KEUANCAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Uodang-Uodang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksann Pengelolann
dan Tanggung Jowab Kcuangan Necgam dan Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2006
tentang Bedan Pemeriksa Keuangan serta Uandang-Undang terknit lainoys, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Kevangan Pemerintah  Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 dengan opins Wajar Tanpa Pengecualinn yung dimuat dalam
Luporan Hasil Pemeriksaun Nomor 14 A/T/LHP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/0672026 tanggal
19 Juni 2026,

Untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dart salah

suji material, BPK meclakukan pengujian atas efcktivitas Sistem Pengendalian [nterm dan

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung
dan material terhadap leporan keuangan. Namum, pemeriksaan yang dilokukun BPK tidok
dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas Sistem Pengendalian [ntern
dan kepatohan terhadap ketentuan peraturan perundeng-undangan. Oleh karena itu, BPK
tidek menyatakan pendapat seperti 1tu

BPK menemukan adanya kclemahan pengendalian intem muupun kepatuhan
terhadep ketentuan peraturan perundang-undangan dalan pemerikssan Laporan Kcuangan

Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dengan pokok-pokok remuan scbagm berikut:

1. Kelebihan Pembayaran Belanja Honoearium Perangleat Unit Kerja Pengadoan Borang
dan Jasa poda Sckretarial Dacrah schingga mengakibatkan kelebihan pembayaran
honorudum seniluai Rp123.862.500,00,

2. Kekurangan Volume atas Delapan Paket Pekejaun Belanja Modal Gedung dan
Bangunan pada Dua SKPD schingga mengakibatkan Pemerintah Kota Pangkalpinang
berisiko menerima pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai dengan rencana dan
kelebihan pembayaran senilal Rp353,896.000,00: dan

3. Kckurmngan Volume atas Enam Pakct Pckerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Inigasi pado Dinas PUPR schingea mengakibatkan Pemerintah Kota Pangkalpinang

berisiko menerima pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai dengan rencana dan
kelcbihan pembayaran senilar Rp115.832.000,00.

Berdosarkan  kelemahan-kelemaban  tersebut,  BPK  merekomendasikan  Walikota
Pangkalpinang antara lain agar:
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1. Sckvraris Daevasl onml: nsompresies helvbilam perrhaysren Homseacion Pecsnglest Chue
Keejn Ponpschinn Pinming dan Doss sesumi [pbeasem pecetuens pevondiing umilimgon din
menvetorkim ke Kas Dserih senilul Rp1 23 862, 90,00,

2 Kepels Dinas Kesehoton dus Diektor RST/D Depeti Tlamesh eclskn Pengguis
Angonrsn  antuk siemprores kelelvdorm  pemboryocen semm Vetealunn  penihivony
punuruling andongan  dies monvetniken Lo Kan Daerah  mewting mwomg semili
By 117 154 000.00 clun Rp256 442,000 00, dan

) Kepals Dinm TUTR selabn Pengpuns Anggeens onmk nemipmeses  kelafiilian
pumbeynme Relonis Modsl 371 seannl ketosiozn peratieny peenmabing mnefangn dins
menvetnelem ke Xes Dol senttel Rpl 13.832.000,00

Keleonshon dun nedonrormdee pefonkon secars rinci dapat dilihat dztam lapovan int:

Ponpkalpinang, 19 Tun 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Proviosi Innen Bangha Bellmog/
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